. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
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3.  menyediakan informasi mengenai kesesuaian care memperoleh sumber daya ekonomi
serta pengalokasiannys dengan anggaran vang ditetapkan Jen peraturan perundang-
undangan;

b. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam
kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;

¢. Menyediskan informasi mengemai pendanaan seluruh program dan kegistan vang
dilaksanakan oleh SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;

d. menyedinkan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan
sumber-sumber penerimaannya, baik jungks pendck maupun jangka panjang;

¢ menyediskan informasi mengenai perubshan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami
kenaikan atau penurunan. sebagai akibat kegintan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Maks berdassrkan ketentuan peraturan' perundangan yang ada, Laporan Kewmgan
untuk tahun ini disusun sehagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada SKPA

Anggaran 2014, L

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomar 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Inclonesin Tabun 2002 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Keusngan Negara (Lembaran Negara tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 4300);

4. Undang-Undimg Nomor 32 Talun 2004 tentang Pemerintsh Dacrsh (Lemberan Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor |25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sehaguimuna telsh diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomnor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Bepublik Indonesia Nomor 4438);

6. Um-Undizg Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Acch (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tuhun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembieran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik
Indonesia Nomor 5049),

8. Peraturan Pemenntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kineja Instansi
Pemerintsh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambehan

10. WMWSSTMZMSWMWMWI
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Republik
Nomor 4375,
1. Peraturan Pemerintsh Nomeor 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
l (Lembaran Négaru Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576):
uhmmhﬂmﬂTmmiwmg}ﬁMmNm‘w
Indonesia Talam 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577y,
' i : Daerah
. Peraturan Pemeristah Nomer 5¢ Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kewangan D
1 {Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan Lembaran Negarz
Republik Indonesia Nomor 4578)

; : ; s Pt
14 Peramuran Pemerintah Nomor 71 Tabun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahin
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomeor 13 Tahun :906 tentang Pedoman ngdohln
Keuangan Daerh sebagaimana telah diubah beberapa kali, tanﬁmdnml’unm}&wlw
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 ltentang Perubohan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

J -
. Qumun Acch Nomor 10 'Imml*mmhuhhmmemAudmcmiTabm;m
i tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomer 11, Tambahan
Lembaran Aceh Nomor 705

17. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggerin Pendapatan dan Belanjn Aceh Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomer 13);

18. Qamun Acch Nomor § Tahun 2014 tentang Perubahun Angearan Pendupatan dan Belanja Aceh
Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomer 5)

9. Peraturan Gubemur Acch Nomer 110 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Perdapatan
; daaBelsmaAthahun;\nggmnnzmé(BcdewnhAcdtTahnzmleN};
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2 jiakan dan Sisem
31, Peraturan Gubemnur Aceh Nomor 140 Tahun 2009 tentang Kebijakan
Akuntansi Pemerintah Aceh (Berita Daerah Acch Tahun 2009 Nomor 126)

27, Persturan Gubemur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Aceh (Berita Dasrah Aceh Tzhun 2013 Nomor 80).

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan —
Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2014 terdini dari:

Bab 1 Pendahuluan




Bab L1

Bab 11

Bab IV

Bab V

Bab VI

Bab VI

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaiun Target Kinerja
Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebljakan keuangan yang
mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinema
berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan,
Ikhtisur Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisast
pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis ukuntansi yang mendasar
penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran sias penyusunian pos-pos laporan
keuangan. serta kebijakan akuntansi yang telah diternpkan dan kebijakan akuntansi
yang belum diterapkan,

Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Neraca; dan
Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Kevangan

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau siuasi yang belum
memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi kevangan SKPA yang baru
terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa
vang akan datang

Penutap

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan
keuangan

PEMERINTAH ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
11 Teunghu Malem No. 8 Telp {0651) 21941 - Fax 31858

BADAN KESATUAN BANGSA,
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

REKONSILIASI KAS DAN BANK
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2014

per 31 Desember 2014

g1 Buku Kas Umum (BEL)

. an Januari - Detember 014 20,981.563.605,00
n Januari - Desember 2014 (20.981.563.605.00)
Saldo Puku Kas Umum 0,

ak per 31 Desember 2014
01001 025708155

, 01 Bendahara Pengeluaran (150.000.00) ‘
{Uang Panjar yang belum dipertanggungjawabkan) ) I
; Sgldo Kas dan Bank sebelum koreksi {I.Sﬂ.m.ﬂ@l]
do kas dan bank :
jeari-Ckcober 2014 150.000,00
kas dan bank 150.000,00
Tail n

Saldo Kas dun Bank setelsh koreksi U.of

s deobuludmgmnkfoh:dmhnj

-_ Koreksi Saldo
Bank yany Dioungut dar Rekening Bencal
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